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PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG
" RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN A
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

bahwa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 1998 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan saat ini baik ditinjau dari Dasar Hukum maupun Tarif

‘ Retribusi:

bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi
Rumah Potong Hewan, perlu merubah Peraturan Daerah dimaksud
dengan membentuk Peraturan Daerah yang baruy;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaha dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Rumah Potong Hewan, ’

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1867 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor -
2824), .

-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1881 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak ‘Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun.2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
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Menetapkan :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pengawasan
- Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesra
Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TahUh,1983 tentang Pelaksanaan Kitab

- Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3258);.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat
il Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat | Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
' dan
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN.

"BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasalt

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

|. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3. Walikota adalah Walikota Binjai.

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Binjai.

5. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang
disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan
untuk memotong hewan.

6. Temak adalah lembu, kuda, kambing atau domba, babi dan unggas.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama
“dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
_ politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan
bentuk usaha lainnya.

8. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Pungutan Daerah sebagai
. pembayaran atas pemakaian fasilitas dan jasa yang disediakan pada
"Rumah Potong Hewan:

9. Burat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi
yang terutang.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDKB ' adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya
jumlah Retribusi terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan
pembayaran pokok Retribusi, besarnya sariksi administrasi dan jumiah
yang harus dibayar.
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11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

12, Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat

. untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sank5| administrasi berupa
bunga atau denda.

13. Penyidikan Tindak Pidana di Bldang< Retnbusn Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil
yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bldang
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB i
NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
' Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pembayaran
Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasail3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah . Potong
Hewan. ,

Pasal4

Subjek  Retribusi adalah orang  pribadi .atau badan yang
memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan. - *

Pasal5

Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar
Retribusi.

BAB 1lI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal6

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BABIV .
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi -Rumah Potong Hewan diukur
berdasarkan jenis hewan, pemeriksaan hewan dan pemerlksaan daging dan
tempat pemotongan.

BABV
PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal8

(1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai
pengganti biaya administrasi, perawatan rumah potong, kebersihan dan
pelayanan pemotongan hewan. .

(2) Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan terdiri dari :

a. Pemotongan Hewan;
b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
¢. Pemeriksaan Daging.
(3) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
sebagai berikut :

a. Pemotongan .................... revee
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a. Pemotongan Héwan/ekor X

1. lembu, kerbau, kuda . Rp. 7.000,-

2. kambing atau domba Rp. 1.000,-

3. babi Rp. 6.000,-
b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan/ekor : '

1. lembu, kerbau, kuda T - Rp. 7.500-

2. kambing atau domba Rp. 1.000,-

3. "babi , Rp. 7.000.-
c. Pemeriksaan Daging/ekor:

1. lembu, kerbau, kuda Rp. 25.500.-

2. kambing atau domba . Rp. 3.000.-

3. babi Rp. 12.000,-

(4) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor-'ke
Kas Daerah.

Pasal9

(1) Hewan yang dipotong untuk keperiuan hajat, dikenakan Retribusi sebesar
75% (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 . _

(2) Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan digunakan untuk usaha,
dikenakan tambahan Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen).

(3) Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
pemilik hewan harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Pemilikan
dari Kepala Kelurahan yang bersangkutan. '

Pasal10

Hewan yang akan dipotong untuk keperluah upacara keagamaan dan atau
adat dibebaskan dari Retribusi Rumah Potong Hewan.

BABVI
KETENTUAN PEMERIKSAAN
Pasal11

(1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa terlebih dahulu
kesehatannya oleh Petugas Ahii.

(2) Petugas Ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setlap hewan yang
akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan dari
Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus hewan
betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oieh Petugas Ahli.

Pasal12
Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), ternyata:
hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih
produktif, Petugas Ahli menolak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal13

Dalam hal sebagaimana dimakéud dalam Pasal 12, pemilik hewan berhak
mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas- Ahli atas biaya pemilik

hewan.

Pasal14

Pemotongan hewan untuk usaha wajib dilaksanakan di dalam Rumah Potong
Hewan kecuali pemilik telah memiliki kartu potong hewan untuk
melaksanakan di luar Rumah potong Hewan. C




Pasal15

(1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-
anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
(2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik,
- diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak
. baik, akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging atau Pejabat yang
ditunjuk.

BAB Vil .
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal16

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

. ‘BABVIl
WILAYAH PEMUNGUTAN
" Pasal17

Wilayah Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Kota Binjai.

BABIX
SANKS! ADMINISTRASI
Pasal18

Dalam hal Wajb Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BABX A
TATA CARA PENMBAYARAN
Pasal19

(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tlga puluh) hari .
setelah saat terutang.

(2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang -
menyebabkan jumiah Retribusi bertambah, harus dibayar dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya
tersebut diatas.

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
Wajb Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran

Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
buian.

(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran
Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BABXI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal20

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD SKRDKB, SKRDKBT, STRD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Waijib Retribusi
pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku.

-5



b
..
L
.

BAB Xli
KADALUARSA
Pasal21

(1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya Retribusi, kecuali
apabila Wajib Retribusi melfakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
. (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau;
b. ada pengajuan utang Retribusi dari Wajib Retrnbusn baik Iangsung
maupun tidak langsung.

BAB Xiil
TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG
" RETRIBUSI YANG KADALUARSA
Pasal22

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan tagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang
Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (1).

BAB XIvV
PENGAWASAN
Pasal23

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BABXV
KETENTUAN PIDANA
Pasal24

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan
pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-
tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang. o

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran. .

BAB XVi
PENYIDIKAN
Pasal25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak
Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

‘a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas

b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen Ialn
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ‘

e. melakukan penggeledahan untuk ‘mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta .....
o
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Diundahgkan di
pada tanggal

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

~ penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf €;

h. memotret sesecrang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dlpenksa
sebagai saksi;

menghentikan penyidikan;.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

e

. BAB XVH
KETENTUAN PENUTUP
Pasal26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota
Binjai Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retnbusu Rumah Potong Hewan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.’

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Binjai.

Ditetapkan di Binjai

pada tanggal 3! Oktobec 2008
WALIKOTA BINJAI

Rl, SH,

ija:
7 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI

il

Drs. H. IQBAL PILON GAN, SH, M.AP -
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2008 NOMOR : 15.




